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Abstract 

 

 

 

 

 Productive waqf is an Islamic philanthropic instrument that can support 

community welfare through the management of waqf assets for sustainable 

economic and social benefits. This study examines the management of 

productive waqf at Apotek Lintang Songo in Tulakan District, Pacitan Regency, 

and its contribution to community economic empowerment. The research uses 

a qualitative descriptive approach, drawing on interviews and documentary 

materials concerning the establishment, management, and distribution of the 

pharmacy's proceeds. The findings indicate that Apotek Lintang Songo was 

established on 1 July 2021 through a community-based fundraising initiative 

with initial capital reported at IDR 20,000,000. Its management involves NU 

organizational structures and pharmacy personnel with relevant professional 

competencies. The reported average monthly net profit is IDR 2,000,000, 

allocated as follows: 30% to the MWC NU fund, 30% to religious and 

community activities, and 40% to pharmacy operations and development. The 

initiative contributes to organizational financial independence, employment, 

access to more affordable medicines for disadvantaged residents, and social 

assistance. However, its contribution to educational funding and wider 

religious outreach remains limited. The study concludes that productive waqf 

can support community empowerment when managed sustainably, 

transparently, and professionally. Further verification of waqf documentation, 

financial records, and beneficiary data is necessary to strengthen accountability 

and assess its long-term impact. 
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1. PENDAHULUAN  

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus 

sosial-ekonomi. Melalui wakaf, harta yang dimiliki seseorang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

untuk kepentingan masyarakat. (Al-Butary et al., 2024) Apabila pengelolaannya diarahkan pada 

kegiatan produktif, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan fasilitas keagamaan, tetapi 
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juga berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, kesehatan, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. (Djunaidi, 2006; Safitri et al., 2021) 

Pengembangan wakaf produktif menjadi penting karena persoalan kesejahteraan masyarakat 

tidak selalu dapat diselesaikan melalui bantuan yang bersifat sementara. Masyarakat membutuhkan 

mekanisme pembiayaan sosial yang dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. (NURUL, 2022) 

Dalam konteks ini, wakaf produktif dapat dipahami sebagai pengelolaan harta wakaf melalui kegiatan 

ekonomi yang hasilnya digunakan untuk mencapai tujuan wakaf, dengan tetap menjaga 

keberlangsungan dan nilai pokok harta wakaf sesuai ketentuan yang berlaku. (Diana, 2024) 

(Djunaidi, 2006) menekankan pentingnya pengembangan wakaf produktif sebagai upaya 

mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Pengelolaan yang produktif menuntut adanya perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan 

wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah harta yang dihimpun, tetapi juga oleh 

kemampuan pengelola dalam menjaga aset, menjalankan kegiatan usaha, dan menyalurkan hasilnya 

sesuai dengan tujuan wakaf. (RAYA et al., n.d.) Di Indonesia, pengaturan wakaf memperoleh landasan 

hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-

undang tersebut mengatur unsur-unsur penting dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakif, nazhir, 

harta benda wakaf, peruntukan wakaf, dan pengelolaan harta wakaf. (INDONESIA, n.d.-a) Ketentuan 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. (Hidayat, 2006; Kindangen et al., 2022) 

Dalam praktiknya, pengembangan wakaf produktif menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan 

tersebut meliputi keterbatasan modal, kapasitas sumber daya manusia, profesionalitas pengelolaan 

usaha, transparansi keuangan, dan kemampuan memperluas manfaat sosial. (Windayani, 2024) Oleh 

karena itu, wakaf produktif membutuhkan pengelolaan yang mampu menghubungkan tujuan sosial 

keagamaan dengan prinsip tata kelola usaha yang baik. Perspektif hubungan hukum dan masyarakat 

juga penting untuk memahami bahwa pelaksanaan hukum perlu dilihat dalam konteks kehidupan 

sosial tempat hukum tersebut bekerja. (Rahardjo, 2006; Said & Amiruddin, 2019) 

Salah satu praktik pengembangan wakaf produktif di tingkat lokal terdapat pada Apotek Lintang 

Songo di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Apotek ini didirikan pada 1 Juli 2021 oleh MWC NU 

Tulakan. Berdasarkan bahan penelitian, pendirian apotek dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan obat-obatan serta keinginan organisasi untuk membangun sumber pendapatan 

yang dapat membantu pembiayaan kegiatan sosial dan keagamaan secara lebih mandiri (Bahan 

Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek 

Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal 

communication, n.d.). (Riskiyanti, 2023) Penghimpunan dana awal dilakukan melalui partisipasi 
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masyarakat dan unsur organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dana yang terkumpul kemudian digunakan 

untuk mendirikan dan menjalankan usaha apotek. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan organisasi dan 

penyaluran manfaat melibatkan unsur kelembagaan NU, sedangkan kegiatan operasional apotek 

ditangani oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang farmasi dan kesehatan(Bahan Penelitian 

Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal 

communication, n.d.). (Fachreza, 2021; Setiadi & Sulistiani, 2021) 

Berdasarkan keterangan dalam bahan penelitian, Apotek Lintang Songo memperoleh keuntungan 

bersih rata-rata sekitar Rp2.000.000 per bulan. Hasil tersebut dialokasikan untuk kas MWC NU, 

kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, serta biaya operasional dan pengembangan usaha. Apotek 

juga dilaporkan memberikan bantuan berupa potongan harga obat bagi masyarakat kurang mampu 

dan membantu warga yang mengalami musibah (Bahan penelitian Apotek Lintang Songo, n.d.). 

(Maharani & Devi, 2021) Praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan ekonomi 

dan penyaluran manfaat sosial. Meskipun demikian, keberadaan usaha produktif belum dengan 

sendirinya membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi telah berlangsung secara optimal. 

(Muharawati et al., 2018) Manfaat yang dihasilkan perlu ditelaah berdasarkan mekanisme pengelolaan, 

pola pembagian hasil, kelompok penerima manfaat, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, status hukum 

dana yang dihimpun sebagai harta wakaf perlu dibedakan dari sumbangan atau modal organisasi 

biasa. Hal ini penting agar analisis mengenai wakaf produktif sesuai dengan dokumen dan ketentuan 

hukum yang berlaku. (Adilah, 2025; Setiawan et al., 2021) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji proses 

penghimpunan dana, pengorganisasian pengelolaan, pembagian hasil usaha, dan kontribusi sosial 

Apotek Lintang Songo. Data bersumber dari bahan dokumentasi penelitian yang memuat keterangan 

wawancara, informasi mengenai pendirian dan pengelolaan apotek, serta uraian mengenai penyaluran 

hasil usaha. Salah satu informasi yang tercantum ialah wawancara dengan Ali Mansur, Ketua GP Ansor 

Tulakan, pada 7 Juli 2022. ((Ali Mansur, Komunikasi Pribadi, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen wakaf 

produktif pada Apotek Lintang Songo dan mengidentifikasi kontribusinya terhadap pemberdayaan 

ekonomi umat. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pengembangan wakaf 

produktif berbasis organisasi masyarakat dan memberikan masukan bagi peningkatan tata kelola 

wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan 

ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengelolaan wakaf produktif dan bentuk 

kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan pada pengujian hubungan 

statistik antarvariabel. Lokasi penelitian adalah Apotek Lintang Songo di Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Objek penelitian mencakup proses penghimpunan dana, 

pengorganisasian pengelolaan, pelaksanaan kegiatan usaha, pembagian hasil, serta pemanfaatan hasil 

usaha bagi masyarakat. 

Data penelitian bersumber dari bahan dokumentasi penelitian yang memuat keterangan mengenai 

sejarah pendirian apotek, pengumpulan modal, struktur pengelolaan, pembagian hasil usaha, dan 

kegiatan sosial yang didukung oleh apotek. Bahan tersebut juga memuat informasi wawancara dengan 

pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Apotek Lintang Songo dan organisasi NU setempat (Bahan 

Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek 

Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., 

personal communication, n.d.). Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu 

manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana, penyaluran hasil usaha, serta kontribusi sosial-

ekonomi. Selanjutnya, temuan ditafsirkan berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka hukum wakaf 

di Indonesia. (Asytuti, 2012; Diana, 2024; INDONESIA, n.d.-a; Kindangen et al., 2022) 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bahan yang tersedia belum mencakup laporan 

keuangan lengkap, dokumen ikrar wakaf, bukti pendaftaran atau penetapan nazhir, serta data terukur 

mengenai jumlah penerima bantuan dan perubahan kondisi ekonomi mereka. Oleh sebab itu, manfaat 

sosial diperlakukan sebagai temuan yang dilaporkan dalam bahan penelitian, bukan sebagai bukti 

kausal bahwa keberadaan apotek telah meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat penerima 

manfaat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Sejarah Pendirian dan Penghimpunan Dana 

Apotek Lintang Songo didirikan pada 1 Juli 2021 oleh MWC NU Tulakan. Lokasinya berada di 

Jalan Tulakan–Pacitan kilometer 25, di depan kantor BRI Tulakan. Pendirian apotek berkaitan dengan 

kebutuhan masyarakat terhadap akses obat-obatan serta keinginan organisasi NU untuk memiliki 

sumber pendapatan yang dapat menopang kegiatan organisasi dan pelayanan sosial (Bahan Penelitian 

Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal 
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communication, n.d.). Modal awal pendirian apotek dilaporkan sebesar Rp20.000.000. Dana tersebut 

disebut berasal dari kas PAC GP Ansor dan Fatayat serta penghimpunan sumbangan dari sejumlah 

pihak. Proses penghimpunan berlangsung sejak awal 2020 hingga Juni 2021. Besaran kontribusi 

individual dalam bahan penelitian disebut berkisar antara Rp50.000 dan Rp1.000.000. ((Ali Mansur, 

Komunikasi Pribadi, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.) 

Pola penghimpunan tersebut memperlihatkan bahwa pendirian usaha bertumpu pada partisipasi 

masyarakat dan jaringan organisasi. (Suradi, 2021) Namun, modal yang dihimpun dari masyarakat 

tidak secara otomatis dapat dinyatakan sebagai wakaf uang secara hukum. Status tersebut perlu 

ditentukan berdasarkan dokumen penghimpunan, pernyataan atau ikrar wakaf, pencatatan aset, serta 

pemenuhan prosedur yang berlaku. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur 

mekanisme wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. (Asri et al., 

2020; Choiriyah, 2017; Faisal, 2021) 

3.2.   Manajemen Pengelolaan 

Bahan penelitian menjelaskan adanya pembagian peran antara unsur organisasi NU yang 

menangani pengelolaan dan penyaluran manfaat dengan tenaga yang menjalankan kegiatan 

operasional apotek. Lembaga Kesehatan NU Tulakan disebut memiliki peran pada tingkat organisasi, 

sedangkan kegiatan operasional, seperti pengelolaan persediaan, pembelian dan penjualan obat, serta 

perhitungan keuntungan, ditangani oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang farmasi atau 

Kesehatan (Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil 

Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak 

Dipublikasikan., personal communication, n.d.). ((Ali Mansur, Komunikasi Pribadi, 7 Juli 2022), personal 

communication, n.d.; Fardiansyah, 2023; Habibaty, 2017; INDONESIA, n.d.-b) 

Pembagian peran ini penting karena kegiatan apotek memerlukan kompetensi profesional, 

pencatatan persediaan, pengendalian transaksi, dan perhatian terhadap ketentuan pelayanan 

kefarmasian. (ARRAFI, 2024) Di sisi lain, pengelolaan manfaat sosial membutuhkan kebijakan yang 

jelas mengenai kelompok penerima dan mekanisme penyaluran. Pengelolaan wakaf produktif perlu 

memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menghilangkan tujuan sosial harta yang dikelola. 

(Djunaidi, 2006) menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan wakaf melalui pengelolaan yang 

produktif. Dalam konteks Apotek Lintang Songo, perhatian terhadap operasional dan pengembangan 

usaha perlu berjalan seiring dengan penyaluran manfaat bagi masyarakat. 
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Walaupun bahan penelitian menyebut adanya struktur pengelolaan yang melibatkan unsur 

Lembaga Kesehatan NU Tulakan dan personel apotek, kedudukan formal masing-masing pihak 

sebagai nazhir belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dokumen. Karena itu, pembagian peran 

operasional perlu dibedakan dari kedudukan formal nazhir sebagaimana diatur dalam peraturan 

perwakafan. (INDONESIA, n.d.-b; Khoirunnisa et al., 2023; Khosyi’ah, 2010; Mardiah et al., 2026) 

3.3.   Penyaluran Hasil Usaha 

Berdasarkan bahan penelitian, keuntungan bersih Apotek Lintang Songo dilaporkan rata-rata 

sebesar Rp2.000.000 per bulan. Hasil tersebut dibagi ke dalam tiga peruntukan, yaitu 30% untuk kas 

MWC NU, 30% untuk pemberdayaan kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, serta 40% untuk 

operasional dan pengembangan apotek (Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi 

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.). (Khusaeri, 2015) 

Tabel 1. Pola alokasi keuntungan bersih bulanan yang dilaporkan 

Peruntukan Persentase Nilai ilustratif per bulan 

Kas MWC NU 30% Rp600.000 

Kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat 30% Rp600.000 

Operasional, pemeliharaan, dan pengembangan apotek 40% Rp800.000 

Total 100% Rp2.000.000 

Sumber: Diolah dari bahan penelitian Apotek Lintang Songo (n.d.). Nilai rupiah merupakan ilustrasi berdasarkan keuntungan bersih 

rata-rata yang dilaporkan. 

 

Pola tersebut memperlihatkan upaya menyeimbangkan keberlangsungan usaha dengan distribusi 

manfaat. Alokasi untuk pengembangan usaha diperlukan untuk menjaga persediaan, memelihara 

bangunan dan peralatan, serta meningkatkan pelayanan. Sementara itu, alokasi untuk organisasi dan 

kegiatan masyarakat memperlihatkan bahwa pendapatan usaha juga diarahkan pada tujuan sosial. 

Bahan penelitian menyebutkan bahwa hasil usaha digunakan untuk mendukung pengajian akbar, 

Lailatul Ijtima’, kebutuhan administrasi kegiatan keagamaan, bantuan bagi warga yang mengalami 

musibah, serta donasi untuk masyarakat Palestina melalui PC LAZISNU Kabupaten Pacitan pada 26 

November 2023 (Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak 

Dipublikasikan., personal communication, n.d.). Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang 

dilaporkan mencakup kepentingan organisasi dan bantuan langsung kepada masyarakat. 
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Penilaian terhadap efektivitas pembagian tersebut tetap memerlukan laporan keuangan yang lebih 

terperinci. Belum tersedia bukti yang cukup untuk memastikan apakah persentase pembagian selalu 

diterapkan setiap bulan dan apakah angka keuntungan bersih telah dihitung setelah seluruh biaya 

usaha. Dengan demikian, Tabel 1 menggambarkan pola yang dilaporkan, bukan hasil audit keuangan. 

3.4.  Kontribusi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat 

3.4.1. Kemandirian Keuangan Organisasi 

Keberadaan Apotek Lintang Songo dilaporkan menyediakan sumber pendapatan usaha untuk 

mendukung kegiatan MWC NU Tulakan. Pendirian unit usaha dikaitkan dengan keinginan organisasi 

agar pembiayaan kegiatan tidak hanya bergantung pada iuran dan sumbangan incidental ((Ali Mansur, 

Komunikasi Pribadi, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.; Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. 

(t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.) 

Kontribusi tersebut dapat dipahami sebagai penguatan kemandirian keuangan kelembagaan. 

Ketika suatu unit usaha mampu menghasilkan pendapatan, organisasi memiliki alternatif sumber 

pembiayaan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Namun, kemandirian keuangan belum dapat dinilai 

secara menyeluruh tanpa data mengenai proporsi pendapatan apotek terhadap keseluruhan kebutuhan 

organisasi dan konsistensi keuntungan dari waktu ke waktu. 

3.4.2. Kesempatan Kerja dan Aktivitas Ekonomi 

Bahan penelitian menyebutkan bahwa apotek memiliki empat karyawan yang bekerja secara 

bergiliran dengan upah yang dilaporkan sebesar Rp700.000 per orang. Informasi ini menunjukkan 

adanya kegiatan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja pada skala lokal. Kesempatan kerja merupakan 

salah satu dimensi pemberdayaan ekonomi karena membuka ruang bagi masyarakat untuk 

memperoleh penghasilan melalui aktivitas produktif. Namun, kualitas kontribusi tersebut juga perlu 

dilihat dari kepastian pembayaran, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan 

keterampilan. Informasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai aspek-aspek tersebut. (Bahan Penelitian 

Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal 

communication, n.d.) 

3.4.3. Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan 

Salah satu kontribusi sosial yang dilaporkan adalah pemberian potongan harga obat bagi 

masyarakat kurang mampu. Potongan tersebut disebut dapat mencapai 50%, dan dalam keadaan 

tertentu terdapat pemberian obat secara gratis, misalnya pada bulan Ramadan dan Muharam, 

bergantung pada kebijakan pengelola. (Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi 
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Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.) 

Informasi tersebut menunjukkan adanya orientasi sosial dalam kegiatan usaha. Pendapatan dari 

aktivitas ekonomi dapat membantu menyediakan subsidi bagi kelompok yang membutuhkan. Akan 

tetapi, belum tersedia data mengenai jumlah penerima potongan harga, nilai total subsidi, dan 

frekuensi pelaksanaan program. Karena itu, manfaat tersebut lebih tepat dipahami sebagai kontribusi 

sosial yang dilaporkan, bukan bukti bahwa akses kesehatan seluruh masyarakat telah meningkat secara 

terukur. 

3.4.4. Keterbatasan Kontribusi 

Bahan penelitian mengidentifikasi bahwa kontribusi Apotek Lintang Songo pada sektor 

pendidikan dan kegiatan dakwah yang lebih luas masih terbatas. Penghasilan usaha yang relatif kecil 

menyebabkan manfaatnya belum diarahkan secara signifikan untuk pembiayaan pendidikan, 

beasiswa, atau kegiatan dakwah di luar lingkup lokal (Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). 

Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.; Medias, 2010; 

Muhammad, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat usaha produktif dipengaruhi oleh 

skala usaha, besaran keuntungan, dan kebutuhan pengembangan operasional. Pengembangan manfaat 

sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertahankan keberlanjutan usaha dan memperkuat 

program sosial yang telah berjalan. 

3.5.   Analisis Tata Kelola dan Implikasi Pengembangan 

Pengelolaan Apotek Lintang Songo memperlihatkan hubungan antara kegiatan ekonomi dan 

tujuan sosial. Pembagian hasil usaha untuk organisasi, kegiatan sosial, serta pengembangan apotek 

menunjukkan upaya mempertahankan kegiatan usaha sekaligus mendistribusikan manfaat. Hal ini 

sejalan dengan gagasan optimalisasi wakaf produktif yang menekankan pengelolaan aset agar 

memberikan manfaat secara berkelanjutan. (Najib et al., 2021; Purwaningsih & Susilowati, 2020; 

Rusydiana & Rahayu, 2019) 

Dari sisi hukum, kejelasan status dana dan kedudukan nazhir merupakan hal yang perlu 

dipastikan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya menjadi acuan 

untuk menilai pengelolaan harta wakaf, termasuk wakaf uang. Karena dokumen ikrar wakaf dan bukti 

penetapan nazhir belum tersedia dalam bahan penelitian, penelitian ini belum dapat memastikan 

kesesuaian formal seluruh aspek pengelolaan dengan ketentuan tersebut. (INDONESIA, n.d.-b; Putra, 

2022; Qahaf & Rido, 2005) 
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Dari sisi tata kelola, pengelola perlu menyusun laporan keuangan secara berkala dengan 

memisahkan pendapatan, biaya usaha, upah, keuntungan bersih, dana pengembangan, dan dana sosial. 

Penyaluran manfaat juga perlu dicatat berdasarkan jenis bantuan, nilai, waktu, serta kelompok 

penerima. Sistem tersebut akan membantu meningkatkan transparansi dan memberikan dasar untuk 

mengevaluasi keberhasilan program. Dengan demikian, pengembangan Apotek Lintang Songo tidak 

hanya membutuhkan peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga penguatan dokumentasi, kepastian 

hukum, dan pengukuran dampak sosial. Ketiga aspek tersebut penting agar manfaat usaha dapat 

dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Apotek Lintang Songo di Kecamatan Tulakan, Kabupaten 

Pacitan, dikembangkan melalui penghimpunan dana berbasis masyarakat dan organisasi NU. Modal 

awal yang dilaporkan sebesar Rp20.000.000 digunakan untuk membangun usaha apotek yang 

kemudian dikelola melalui pembagian peran antara unsur organisasi dan tenaga operasional yang 

memiliki kompetensi di bidang farmasi atau kesehatan. Keuntungan bersih rata-rata yang dilaporkan 

sebesar Rp2.000.000 per bulan dialokasikan untuk kas MWC NU, kegiatan keagamaan dan sosial, serta 

operasional dan pengembangan apotek. Manfaat yang dilaporkan meliputi dukungan pembiayaan 

organisasi, kesempatan kerja bagi empat karyawan, bantuan kepada warga yang mengalami musibah, 

serta potongan harga atau pemberian obat gratis bagi masyarakat kurang mampu (Bahan penelitian 

Apotek Lintang Songo, n.d.) 

Temuan tersebut menunjukkan kontribusi pada tingkat lokal, terutama dalam mendukung 

pembiayaan organisasi, kegiatan sosial, dan keterjangkauan obat. Namun, kontribusi terhadap 

pendidikan dan kegiatan dakwah yang lebih luas masih terbatas oleh skala usaha dan kemampuan 

pendanaan. Besaran dampak terhadap kesejahteraan masyarakat juga belum dapat diukur secara 

menyeluruh karena data penerima manfaat dan perubahan kondisi ekonomi belum tersedia secara 

memadai. Pengembangan lebih lanjut perlu diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan, 

pencatatan manfaat sosial, dan keberlanjutan usaha. Status hukum dana yang dihimpun sebagai wakaf 

serta kedudukan formal nazhir juga perlu diverifikasi melalui dokumen yang relevan agar pengelolaan 

sesuai dengan ketentuan perwakafan. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan laporan 

keuangan beberapa periode, dokumen wakaf, serta wawancara dengan penerima manfaat untuk 

mengukur kontribusi ekonomi dan sosial secara lebih terperinci. 
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